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PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berjalan secara efektif dan
efisien, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi
Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli
1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerabh;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
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18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 35
Seri E);

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

Instruksi  Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT.

Pasal |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2011 Nomor 1 Seri E), sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, 20 dan angka 22, diubah sebagai berikut :
9. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Unit Layanan Pengadaan adalah wunit Organisasi
Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau
melekat pada unit yang ada.



20.Dokumen Pengadaan adalah dokumen vyang ditetapkan oleh
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
pengadaan barang/jasa.

22.Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti

pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan
profesi di bidang pengadaan barang/jasa.

2. Ketentuan Pasal 1, setelah angka 22 ditambah angka 22a, sebagai
berikut :

22a. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan adalah pegawai-
pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur, yang
bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Daerabh.

3. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut :

Pasal 4

Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah
untuk seluruh OPD, dengan nilai :

a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, di atas
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan

b. pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), diubah sebagai berikut :
(1) Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan, terdiri atas:

a. Kepala;
b. Sekretariat; dan
c. Kelompok Kerja.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf e, f dan huruf g, diubah sebagai
berikut :

e. fasilitasi koordinasi pengalokasian sumberdaya manusia dan
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;

f. penerimaan daftar paket pekerjaan/kegiatan yang akan dilelang dari
seluruh OPD, dengan nilai :

1. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, di atas
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan

2. pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah); dan



g. pemilahan dan pendistribusian paket pekerjaan/kegiatan kepada
Kelompok Kerja berdasarkan jenis pengadaan barang/jasa.

6. Ketentuan Pasal 13 dihapus,

7. Ketentuan Pasal 17, diubah sebagai berikut :

Pasal 17

Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Unit Layanan
Pengadaan, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  berikut

perubahannya.

8. Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi, Hubungan Kerja serta
Mekanisme dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang
tercantum dalam Lampiran [, Il dan I, diubah sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran |, Il dan lll, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl, HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 51 SERI E



